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ini adalah memberikan preskipsi mengenai apa yang seyogyanya.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Lurah dapat membantu menyelesaikan
persoalah hukum, maka orang yang berhak untuk mendapatkan
bantuan hukum salah satunya adalah paralegal. Paralegal
merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan dan
pemahaman dasar mengenai hukum dengan tujuan agar
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran paralegal
dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Jenis
penelitian yang penulis lakukan menggunakan bentuk deskriptif
kualitatif yang menganalisis dan menafsirkan data yang ada.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum atau dikenal juga dengan recthsstaat yang sudah
memberikan tempat tertinggi terhadap hukum, yang berarti bahwa setinggi dan
serendah atau sekaya dan semiskin apapun kedudukan seseorang tersebut, tidak ada yang
boleh membantah berlakunya hukum. Salah satu unsur penting dalam prinsip
negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap persamaan dihadapan hukum.
Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga manusia yang memiliki hak-hak yang
sama untuk mendapatkan keadilan tanpa memandang status sosialnya. Asas dimaksud
dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap
orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita
perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu
kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik
diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang
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sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan men-gubah
seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan
sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi
perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk
berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi
yang kuat bahkan men-yebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan
emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat
konflik dengan orang lain.

Terlibat konflik dengan orang lain. Konflik menjadi fenomena yang paling sering
muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik
serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosialpolitik. Konflik memiliki
dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut
memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak
berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan dipihak lainnya. Hubungan
selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan
konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau
tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Dilihat dari fungsinya, peran kepala desa/lurah dalam menyelesaikan konflik di
masyarakat, memiliki kesamaan dengan seorang mediator, karena posisinya sebagai pihak
ketiga yang membantu untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Oleh
karena itu, sangat tepat jika para kepala desa/ lurah sebagai juru damai diberikan pendidikan
dan pelatihan tentang bagaimana menjalankan proses mediasi dan pendampingan terhadap
warganya yang sedang bersengketa melalui kegiatan Paralegal Academy”.

Saat ini Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendorong
penyelesaian sengketa secara damai dan pelibatan paralegal dalam proses pendampingan di
persidangan, antara lain:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dua regulasi
tersebut diterbitkan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai
dengan bantuan seorang mediator. Hal tersebut merupakan implementasi dari
ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim wajib
mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum berperkaranya disidangkan.

2. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum yang mana telah mengatur tentang fungsi pendamping
dari kalangan paralegal untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan yang
sedang menjalani proses hukum di pengadilan.

“Selain itu, di beberapa daerah juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa di luar
pengadilan yang fungsinya hampir sama dengan peran hakim perdamaian desa, yaitu:
Lembaga Kerapatan Adat Nagari di wilayah Sumatra barat dan Lembaga Bale Mediasi
diwilayah Nusa Tenggara Barat”.

“Melalui pemberdayaan kepala desa/lurah sebagai Non Litigator Peacemaker ini maka
diharapkan peran-peran juru damai di lingkungan masyarakat bisa lebih efektif dan berskala
nasional, sehingga dapat menyaring permasalahan- permasalahan yang terjadi di masyarakat
agar tidak seluruhnya menjadi perkara di pengadilan”. Meski tidak sama dengan advokat,
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kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berfungsi sebagai jembatan bagi
masyarakat dengan advokat dan aparat penegak hukum. Kedudukan paralegal dalam
memberikan bantuan hukum dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena
keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum. Meski bukan advokat, tetapi paralegal berfungsi
membantu advokat sehingga sering disebut sebagai asisten hukum.

Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal penting sebagai jembatan bagi masyarakat
yang mencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum. Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Indonesia menerbitkan Permenkumham No.3 Tahun 2021 tentang Paralegal
dalam Pemberian Bantuan Hukum, peraturan ini berlaku bagi paralegal yang tergabung
dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Peran Lurah, seorang paralegal justice, telah lama terlibat dalam kegiatan
pendampingan hukum bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang kurang
terjangkau oleh layanan hukum formal. Sebagai paralegal, Peran berperan penting dalam
memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu atau
terpinggirkan.

Dengan latar belakang pendidikan hukum nonformal dan pengalaman langsung di
lapangan, Peran memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai masalah hukum
yang sering dihadapi oleh masyarakat, seperti masalah perdata, pidana, hingga hukum
administrasi. Selain itu, Peran juga terlatih dalam memberikan edukasi hukum, membantu
masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka di mata hukum, serta memberikan
arahan awal terkait langkah-langkah hukum yang dapat diambil.

Dalam menjalankan tugasnya, Peran selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip
keadilan sosial dan berusaha memberdayakan masyarakat agar mampu memperjuangkan
hak-hak mereka secara mandiri. Melalui jaringan kerja sama dengan advokat, lembaga
bantuan hukum, dan instansi terkait lainnya, Peran Lurah berperan sebagai penghubung
antara masyarakat yang membutuhkan dengan sistem hukum yang ada.

Pendampingan hukum yang diberikan oleh Peran tidak hanya sebatas konsultasi
hukum, tetapi juga mencakup pendampingan saat mediasi, pertemuan dengan pihak
berwenang, hingga mempersiapkan dokumen hukum yang diperlukan. Komitmen Peran
untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan hukum menjadikannya seorang paralegal
yang kompeten dan dapat diandalkan dalam membantu masyarakat yang kurang terlayani.

Dengan tekad kuat untuk memperjuangkan keadilan bagi semua, Peran Lurah terus
berkontribusi dalam mendorong akses terhadap keadilan yang lebih inklusif dan merata bagi
seluruh lapisan masyarakat. Lurah sebagai paralegal justice dalam pendampingan hukum
memiliki peranpenting dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya di
tingkat desa atau kelurahan. Sebagai kepala wilayah administratif terkecil, lurah berada di
garis depan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani permasalahan hukum yang
dihadapi oleh warganya. Peran ini semakin relevan dalam konteks Indonesia, di mana banyak
masyarakat yang kurang memahami hak-hak hukum mereka atau tidak memiliki akses
terhadap pengacara profesional karena keterbatasan ekonomi.

LANDASAN TEORI
A. Konsep Tentang Peran
1. Pengertian Peran
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Pengertian peran, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu
peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam
melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing
organisasi atau lembaga.[5]

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh
suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun
organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan
sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung
jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang
menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran
merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang
kesemuannya menjalankan berbagai peran.[6]

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu
yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi
bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat
atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:[7]

a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan
suatu situasi tertentu.

b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi
tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada
suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka
interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan
sosial tertentu.

b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial
tertentu.

c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya sesuai dengan statusnya.

d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1) Peran Aktif
Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya
didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya
sebagainya.

2) Peran Partisipatif
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada
kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu
sendiri.

3) Peran Pasif
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Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota
kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain
dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu
tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu
kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat
dilakukan dengan sebaik-baiknya.

B. Tinjauan Tentang Lurah
1. Pengertian Lurah

Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat ditingkat kecamatan
Lurah adalah pejabat pemerintahan tingkat kelurahan yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di
tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Dalam peranannya, lurah
memiliki kewenangan administratif yang luas, mulai dari urusan kependudukan hingga
masalah sosial.
2. Tugas dan Fungsi Lurah

Tugas Lurah ialah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh

Camat sesuai karakteristik area dan kebutuhan Daerah kabupaten serta melaksanakan
Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan serta
peraturan daerah setempat. Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan
sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,
kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan
pelayanan publik.

C. Tinjauan Tentang Paralegal
1. Pengertian Paralegal

Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang
Pengacara (yang profesional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang Pengacara atau yang
dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.lsitilah
“Paralegal”, pertama kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 Undang-
Undang Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak
melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas
hukum”. Sementara itu dalam pasal 10 antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan
Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum
bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum. Meski baru mendapatkan
legitimasi formil dengan istilah “Paralegal” setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan
Hukum, namun didalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya
sesungguhnya sudah banyak memberikan legitimasi bagi posisi paralegal, meskipun dengan
penyebutan yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga menggunakan istilah “relawan pendamping”
untuk menyebut istilah “paralegal”. Sementara itu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
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Peradilan Anak menggunakan istilah “pekerja sosial”. Paralegal adalah seseorang yang bukan
pengacara, tetapi telah mendapatkan pelatihan atau pendidikan khusus di bidang hukum,
sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang terkait dengan proses
hukum, seperti menyiapkan dokumen, memberikan nasihat hukum terbatas, dan membantu
pengacara dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Peran paralegal diakui sebagai bagian
penting dalam sistem peradilan, terutama dalam menyediakan akses hukum yang lebih luas
kepada masyarakat yang kurang mampu
2. Tugas dan Fungsi Paralegal
Beberapa tugas paralegal antara lain:
a. Menyediakan informasi hukum dasar dan prosedur yang berlaku bagi masyarakat
yang membutuhkan.
b. Membantu pengacara dalam penelitian hukum dan persiapan dokumen.
c. Memberikan pendampingan kepada individu dalam menghadapi masalah hukum
sederhana.
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum.

D. Tinjauan Tentang Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem
tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada
kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan
kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam
kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat
mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-indivu tersebut terikat dengan
hukum dan sistem tersebut. Masyarakat memiliki kebutuhan terhadap akses keadilan yang
merata dan adil. Namun, tidak semua lapisan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput,
memiliki akses yang cukup terhadap bantuan hukum formal. Banyak dari mereka, terutama
masyarakat yang kurang mampu, tidak mengetahui hak-hak hukumnya dan kurang
terinformasi tentang prosedur hukum yang rumit. Di sinilah peran paralegal justice,
termasuk lurah, menjadi penting.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan isu yang dikaji, penelitian ini bersifat deskriptif yakni bentuk penelitian
yang di ajukan untuk mendeskriptifkan fenomena-fenomena yang ada baik, fenomena
alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah
penelitian normatif yang merupakan karakteristik utama dalam penelitian hukum, bahkan
yang diidentifikasikan dengan penelitian hukum. Penelitian normatif untuk menguji suatu
norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka.[8]

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas
isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan
preskipsi mengenai apa yang seyogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
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perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach).

Pendekatan perungang-undangan (statute approch) sering juga menggunakan istilah
pendekatan yuridis-normaf. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan masalah (isu hukum) yang sering
dihadapi. Pendekatan ini merupakan penilaian yang mengutamakan bahan hukum berupa
peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Undang-undang dimaksudkan sebagai setiap ketentuan atau keputusan yang bersifat
mengikat. Undang-undang sebagai sumber hukum memiliki kedudukan yang berada pada
masing-masing sistim hukum pada civil law system. Undang-undang menjadi sumber hukum
terpenting dan utama. Sedangkan pada sistim common law system undang-undang menjadi
sumber hukum yang penting sesudah yurispudensi. Meskipun menjadi nuansa perbedaan
seperti itu, namun dalam praktiknya, kedua sumber hukum itu saling mengisi dan saling
melengkapi satu sama lainnya.

Berdasarkan isu yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan yang menjadi sumber
data berdasarkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menerbitkan Permenkumham No.3 Tahun
2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, peraturan ini berlaku bagi
paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam
penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan
dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya,
atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu
perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-
konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan konseptual (conceptual approch) dalam penelitian ini yang sesuai dengan
isu yang diangkat adalah konsep-konsep mengenai keadilan, Perma Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di
Pengadilan Secara Elektronik. Dua regulasi tersebut diterbitkan agar para pihak dapat
menyelesaikan sengketanya secara damai dengan bantuan seorang mediator. Hal tersebut
merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan bahwa
hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum berperkaranya disidangkan.
Sehingga setiap konsep-konsep tersebut dapat diharapkan dapat menjawab permasalahan
yang ada dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan melakukan investigasi bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dalam perpustakaan maupun secara online
melalui internet (digital library). Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul
diidentifikasi berdasarkan pendekatan penelitian dan simpan (save) dalam bentuk digital
file. Setiap file diberi nama sesuai bahan hukum. Kemudian diklasifikasi dengan
menggunakan sistem folder yang penilaiannya dilakukan secara kritis dan sistematis. Untuk
memudahkan pencarian dan analisis bahan yang telah dikumpulkan dalam bentuk digital file
dikumpulkan dalam satu folder dan diberi nama sesuai dengan Kklasifikasi yang telah
ditentukan. Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dan terklasifikasi secara sistematis
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sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diangkat. Klasifikasi
dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sesuai dengan tema analisis yang
relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses terhadap keadilan merupakan isu yang banyak dibahas oleh berbagai kalangan
dan menarik perhatian masyarakat epistemik di seluruh penjuru dunia. Isu ini muncul
sebagai akibat kegagalan “Gerakan Pembangunan Hukum (Law and Development)” yang
disosialisasikan kepada negara-negara Dunia Ketiga sekitar tahun 1960-an oleh ahli hukum
dan donor dari Amerika Serikat. Tujuannya ialah untuk menciptakan demokrasi pada
negara-negara yang baru saja merdeka dengan menerapkan model ekonomi dan hukum baru
yang dulunya diterapakan di negara-negara Barat.Thomas charother berpendapat bahwa
persoalannya terletak pada ketimpangan pengetahuan yang memadai tentang akar-akar
budaya hukum di negara berkembang.[9]

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan
terhadap asas persamaan dihadapan hukum. Asas tersebut mengandung makna bahwa
setiap warga manusia memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa
memandang status soaialnya.Di Indonesia secara konstusional pengakuan terhadap asas
dimaksud dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang dasar tahun 1945 yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.[10]

Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan
dan pengetahuan dasar dalam memberikan beberapa tindakan hukum, namun berada
dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat). Dalam konteks ini, Paralegal mirip
seperti seorang paramedik yaitu mantri, bidan atau perawat yakni bisa melakukan tindakan
medis tapi tidak bisa menggantikan fungsi seorang dokter. Paralegal bisa melakukan
kegiatan yang berkaitan dengan hukum, tapi tidak bisa menggantikan peran Advokat.
Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum
sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuian hukum baik melalui
jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh
orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan (Eko Roesanto, 2022). Karena sifatnya
membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sangat penting untuk menjadi
jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum
lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok
masyarakat.[11]

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham
3/2021) merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar
pada Pemberian Bantuan Hukum. Memang sempat ada aturan dalam Peraturan Menteri
terdahulu yaitu Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 11 dan Pasal 12
Permenkuham 1/2018 yang pada intinya mengatur bahwa Paralegal dapat memberikan
Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan
Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Akan tetapi, setelah

Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)



6227

= JIRK
O Slnta@ Journal of Innovation Research and Knowledge
P Vol.4, No.9, Februari 2025

adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018, maka Pasal 11 dan
Pasal 12 Permenkumham 1/2018 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat.[12]

Keberadaan paralegal pun semakin meningkat pada tahun 1998. Pada akhirnya setelah
tiga belas tahun berselang, pada tanggal 2 November 2011 istilah paralegal resmi berada
didalam peraturan perundang-undangan nasional, yakni tepatnya pada UU Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum. Selang tujuh tahun setelah diresmikannya UU Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 26 Januari
2018, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun
2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, namun setelah itu, beberapa
advokat mengajukan judicial review terhadap Permenkumham No 1 Tahun 2018 kepada
Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan dengan diundangkannya Permenkumham No 1 Tahun
2018 seolah memberikan keleluasaan bagi paralegal didalam beracara didalam pengadilan.
Berkenaan dengan asas Lex Superior Derogate Lex Inferior, materi muatan yang, terkandung
didalam pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham No 1 tahun 2018 menyatakan paralegal
diperbolehkan sebagai pemberi bantuan hukum dalam ranah litigasi, maka hal ini
berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka
ketentuan Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum dalam ranah litigasi sebagaimana
ketentuan dalam pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tidaklah sepadan
dan tidak dapat disamaratakan dengan proses untuk menjadi advokat. Seorang sarjana
hukum guna menjadi advokat wajib untuk menyertai tahapan proses PKPA yaitu Pendidikan
Khusus Profesi Advokat, setelahnya selama dua tahun diwajibkan untuk magang, dan
setelahnya baru dapat mengucapkan sumpah profesi advokat. Segala rangkaian tersebut
wajib dilaksanakan agar nantinya mendapatkan ijin guna dapat beracara di persidangan.
Maka pada hari Kamis, Tanggal 31 Mei 2018, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan
Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018 membatalkan mengenaiketentuan
paralegal yang memperbolehkan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum dalam ranah
litigasi di pengadilan.[13]

Penyelesaian sengketa adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha
untuk mencapai solusi yang saling memuaskan melalui berbagai metode, baik yang bersifat
formal (melalui jalur pengadilan) maupun informal (seperti mediasi, negosiasi, atau
arbitrase). Sengketa dapat muncul di berbagai bidang, seperti perdata, pidana, tata usaha
negara, dan lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, ada beberapa metode penyelesaian
sengketa yang umum, di antaranya:

1. Litigasi (Pengadilan): Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan
keputusan yang mengikat berdasarkan hukum.

2. Mediasi: Penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang netral.

3. Arbitrase: Penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang independen dan keputusan
arbitrase biasanya mengikat secara hukum.

4. Konsiliasi: Pihak ketiga membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan, tetapi tidak memberikan keputusan yang mengikat.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran lurah sebagai paralegal justice
dalam pendampingan hukum:[14]
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1.

Fasilitator Akses Hukum: Lurah bertindak sebagai penghubung antara masyarakat
dengan sistem hukum formal. Ia dapat membantu warga untuk memahami peraturan
yang berlaku, hak-hak hukum yang dimiliki, serta mekanisme hukum yang bisa diambil
jika terjadi masalah hukum, seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, atau
masalah perdata lainnya. Dalam hal ini, lurah berperan untuk menyederhanakan
informasi hukum agar mudah dipahami oleh masyarakat awam.
Mediasi dan Penyelesaian Sengketa di Tingkat Lokal : Salah satu fungsi utama lurah
sebagai paralegal justice adalah menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa di
tingkat masyarakat. Penyelesaian masalah melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan)
ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat, efisien, dan
berbiaya rendah. Lurah membantu menghindari eskalasi konflik dengan mendorong
dialog dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.
Memberikan Edukasi Hukum kepada Masyarakat : Lurah berperan dalam memberikan
sosialisasi dan edukasi mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayahnya.
Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, lurah dapat membantu mencegah
terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan masyarakat.
Misalnya, dalam hal kepemilikan tanah, lurah dapat menjelaskan pentingnya sertifikat
tanah atau prosedur hukum terkait warisan.
Pendampingan dalam Proses Hukum Formal : Dalam kasus-kasus tertentu, terutama
yang melibatkan warga yang tidak mampu atau kurang berpendidikan, lurah dapat
memberikan bantuan pendampingan hukum, meskipun dalam kapasitas terbatas. Ini
bisa mencakup membantu warga memahami proses hukum yang sedang mereka hadapi,
mempersiapkan dokumen sederhana, atau merujuk kasus tersebut ke lembaga bantuan
hukum atau pengacara profesional yang lebih kompeten.
Membangun Kolaborasi dengan Institusi Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum : Lurah
juga bisa berperan dalam menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, advokat,
atau organisasi non-pemerintah yang memberikan layanan bantuan hukum pro bono. Ini
penting untuk memastikan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan tetap memiliki
akses ke layanan hukum profesional jika diperlukan.
Pencegahan Tindakan Kriminal : Sebagai pemimpin di tingkat lokal, lurah memiliki
tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya. Dalam perannya
sebagai paralegal justice, lurah dapat melakukan upaya preventif untuk mengurangi
potensi tindakan kriminal melalui sosialisasi hukum, kerja sama dengan pihak
keamanan, dan pelibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

Melalui peran tersebut, lurah sebagai paralegal justice tidak hanya berkontribusi

dalam penyelesaian masalah hukum secara langsung, tetapi juga turut membangun budaya
sadar hukum di masyarakatnya. Peran ini juga mendukung program pemerintah dalam
memperkuat akses terhadap keadilan di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia, lurah memiliki peran

penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat
kelurahan. Seiring dengan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat akar
rumput, berbagai masalah hukum kerap dihadapi oleh warga, baik yang terkait dengan
administrasi kependudukan, sengketa tanah, hingga masalah keluarga atau perdata. Dalam
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konteks inilah lurah diharapkan dapat berperan sebagai "paralegal justice" atau pendamping
hukum informal bagi masyarakat.

Peran lurah sebagai paralegal justice bertujuan untuk memberikan pendampingan
hukum yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat di wilayah kelurahannya. Sebagai
pemimpin lokal, lurah memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan warganya, sehingga
diharapkan mampu memberikan bantuan hukum dasar atau merujuk kasus ke instansi
terkait, seperti pengacara atau lembaga bantuan hukum resmi.[15]

Keberadaan lurah sebagai paralegal justice didasari oleh dua hal utama: pertama,
keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum profesional, terutama bagi warga
yang kurang mampu; dan kedua, kompleksitas masalah hukum di tingkat lokal yang sering
kali memerlukan solusi yang cepat dan tidak selalu melibatkan proses hukum formal. Dengan
pelatihan dan pemahaman dasar hukum, lurah diharapkan dapat memberikan informasi dan
arahan awal terkait hak-hak hukum warga, serta memediasi konflik secara efektif.

Namun, peran lurah sebagai paralegal justice juga memiliki batasan. Lurah bukanlah
pengacara profesional, sehingga peran tersebut terbatas pada pemberian informasi hukum
dasar dan bukan dalam kapasitas litigasi atau pemberian nasihat hukum yang mendalam.
Oleh karena itu, koordinasi dengan lembaga bantuan hukum resmi sangat diperlukan agar
penanganan masalah hukum dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku.

KESIMPULAN

Lurah memiliki peran penting sebagai paralegal justice dalam membantu masyarakat,
untuk mendapatkan akses keadilan. Lurah dapat menjadi penghubung antara masyarakat
dengan lembaga hukum dan pemerintah. Sebagai paralegal, lurah berperan membantu warga
memahami hak dan kewajibannya serta prosedur hukum yang berlaku. Lurah bertugas
memberikan penyuluhan atau informasi terkait hukum, seperti hak asasi manusia, aturan
administratif, dan tata cara penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat lebih sadar hukum.
Dalam berbagai kasus, lurah dapat mendampingi warga yang menghadapi masalah hukum,
terutama dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Peran ini termasuk
mediasi atau membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan. Sebagai pemimpin
komunitas, lurah berperan dalam mencegah konflik hukum dengan mempromosikan dialog
dan kerukunan antarwarga. Dalam hal terjadi masalah hukum, lurah dapat berperan sebagai
mediator untuk menyelesaikannya secara damai. Dalam kapasitasnya, lurah dapat bekerja
sama dengan advokat, pengacara, atau organisasi bantuan hukum untuk memastikan
masyarakat mendapatkan dukungan hukum yang memadai.

Lurah sebagai paralegal justice memainkan peran strategis dalam memperkuat akses
keadilan, terutama bagi kelompok rentan, melalui pendekatan berbasis komunitas dan
kemitraan dengan lembaga hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang
inklusif dan berkeadilan
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